


ABSTRAK

IDHAM FADHLI (04193020) Judul Skripsi: “Partisipasi Masyarakat Dalam
Penyusunan RPJIMD Kota Pariaman 2004-2008". Hmu Politik, Fakoltas 1lmu
Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas,

Perencanaan pembangunan menjadi sesuatu vang sangal penting dalam proses
pernbangunan, Parlisipasi masyarskat sangat penting karena dari tahap inilah akan
menentukan pasisi masyarakal sebagai subjek stau ohjek pembangunan. Otonomi
daerah  memberikan  kKewenangan yang lebih bagi daerah  dulem  melakukan
pengendalion dan perencansan pembangunan, Hal ini diperkual dengan adanya
konstitusi yvang mengatur sisterm perencanzan pembangunan dalam Undang-Undang
Mo 25 Tahun 2004, di mana sistem ini memberikan peluang kepada masvarakat untuk
terlthat dalam setiap proses pembangunan.

Sehagal  bagian  dean proses  perumusan  perencanaan  pembangunan,
musyawarah  perencanaan  pembangunan  (musrenbang) merupakan  satu-satunya
tahapan dimana masyarakal mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Penelitian
ini ditujukan  untuk  mengggzambarkan  bentuk  partisipasi - masyarskal  dalam
musyawarah perencanaon pembangunan Rencana Pembangunan Tangka Menengah
Kota Pariaman tahun 2004-2008.

Tipe dan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kwalitatif. Teknik
pengumpulan data adalab denpsn woewancara bebas dan mendalam. Pemilihan
informan mengpunskan melode purposive sampling serta melakukan analisa data
menpeunakan analisa ermk dan etik.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa partisipasi masyarakal dalam
musyawarah perencanaan pembangunan RPIMD Kota Pariaman diprakarsai oleh
pemerintah, tdak ada mabilisasi, melalai jalur formal den kelompok,



——

BABI

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daeral dan desentralisasi ditanda dengan berlakunya
Undang-TUndang Nomer 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daergh memberikan
wewenang vang lebih luas kepada daerah dajam mengelela sumber daya pemerintah
kabupaten’kota, baik vang menyvangkut aspek administrasi; institusi, keyanpan,
SCMa Tinimnya peran pemerintah provinsi dalam pelaksangan Otonom Daerah dan
Desenuralisasi Pelaksanaan Otonom Daerah dan Desentralizas disempurnakan
dengan dikeluarkannys Undang-unding Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Femerintahan Dacrah, dengan penvempurnaan peran Pemerintall Provinsi dan
pelaksanzan demokrasi secara langsung pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan
Kota dalam bentuk Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) oleh rakyat!,

Perencaanan  pembangunan merupakan  aspek  vang penting  dalam
implementasi  otonomi  daerah dan  desentralisasi  Sistem PErEnCanaan
pembangunan sebelum otonomi daerah lebib bersifat atas-bawsh ffep-diown) sehingog
kurang memperhatikan kondisi il didaerah, akibatnyg perencanaan atas-bawalh
sering  tidak mengenai sasaran kareng perbedaan karakieristik antar daergh
Berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah

ebih bersifat bawgh-atas (hottom-up), dalam hal ini kire dapat melibat bagaimang
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partisipasi sebagai permasalahan pem-posisian masvarakat dalsm sehuah |rrisas
kebijakan publik, vang mana masyarakat dalam hal ini diposisikan sebauel subjek
dari proses tersebut bukan scbagai ohiek 1a merupakan bagian vang integral dari
proses kebijakan publik dan membukakan ruang bagi berlangsungnya negnsiasi
dan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan antara masvarakat dan
pemerintah, dari pada refasi hirarki dan teknokrasi (tap-dewrr). Hal in juga seiring
dengan apa yang dikatakan oleh Guy Gran vang dikutip oleh David € Korten
sebagal paradigma pembanginan bary vang didasarkan pada ide-ide, nifai-nilai.
twknik sosial dan teknologs alternatif Ta menychutkan: “Paradigma ini memberi
peran kepada individu bukan sebagai subjek, melainkan sebagai akior yang
menetapkan tujuan, mengendalikan sumber dava dan mengarahkan proses wang
mempengaruhi - kehidupannva™, samun demikian karena unsur kebiasaan
perencanaan atas-hawah yang masibh melekar dan keterbatasan ketersedizan
sumber dava manusia di daerah. perencanaan pembangunan daerah sering
bersifat sektoral, kurang terintegrasi dan kurang terarah  sehingaa sering

memunculkan ego-sektoral

Perencanaan pembangunan jangha panjang, menengah dan pendek vang telah
ditetepkan dalam Undang-Undang Mo, 23 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasionzl yang bertuuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku

pembangunan serta menjamin keterkaitan dan kansistensi antara pergncanaan,
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penganggaran, pelaksanaan, Pengawasan, mengoptimalksn Partisipasi masyarakas
darn menjamin lercapainya penggunaan  sumber dava secars efisien, efekiif

berkeadilan dan berk elanjutan’

Keberadaan Undang-Undeng Nomor 22 Tahun 1909 dan Otonomi daerah
telah mentmbulkan perubahan paradigma pembangunan nasional dalam berbagai
bentuk serta rontutan reformgsi, baik das sistem perencanaan, pelaksanaan MaLpLn
pengawasan. Selain itu banyak perubahan vang terfadi dalam penyelenggarazn
pemerintahan di daerah Diaerah diberi wewenang vang |uas untuk mengelola
segale  potensi dan kekavaan vang dimilikinva, puna  dimanfaackan bag;
pembangunan dan peningkatan kesejahterasn masvarakat. Hubungan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifag desentralisasi, bukan lagi
sentralisasi sebagaimana sebelin undang-undang ini berlaku, dimana sebagian

besar wewenang pemerintahan diserahkan kepada daerah,

Lntuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejghterasn masvarakat,
undang-undang im memberi peluang kepada daerah-daerah vang memenuhi Syarat
dan memiliki potensi untuk dijadikan daeral otonom, melalul pemekaran daerah,
Bagi daerah wvang dahulunva berbentuk Kots Administratif (Kotif), dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini tidak fagi diatur mengenai eksistensi
Kotif sebagai wilavah adminisiras) pemerintzhan, namun vang diatur adalah
daerah propinsi. daergh kota dan dacrah kabupaten, sebagaimana disebutkan

dalam BAB 1T Pasal 2 ayat (1) babwa Wilmenh Kesatuan Repihlik fndaonesio
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PENLUTUP

A.Kesimpulan

Tika melihat Undang-undang Otonomi Deeralh dan LILT No.25 tabun 2004
tenlang Sistem Perencanaan Pembangunan Masional, kita tentu dapar sedikil
tersenyum Karenz pemerintah setidaknva ada Leinginan mempoasisikan masyzrakat
sebagai bagian penting dalam setizp proses pembangunan Tni dapat dilthat dari
kehadiran Musrenbang sebagai salah satu bagian dari proses permusan dokumen
perencanaan pembangunan, baik di tingkat puzat maupun « daerah. Hal ini tenty
sala dapat dikatakan sebagai sebuah keuntungan bagi masvarakat Mamun dari
hast] analisa yang penulis lakukan, fernyata partisipast vang dilakukan masyaraka
Kota Pariaman masib belum bisa  dikatakan sempurna, karena  pelibatan
masyarakat dalam proses pembuatan dokumen RPIM ini hanya dapat dilakukan
pada tingkat kota tanpa didahului dart tingkal kelurahan, Seperti halnva dalam
proses perumusan Rencana Kerja Pemenntah Daerah yeng dilaksanakan bertahap
mulai dari tingkat kelurahan, setelah iy kecamatan dan Selerusnya,

Berkaitan  dengan aspek  pertama dalam melihat bagaimana bentuk
partisipasi itu berlangsung, penslitian inj menyimpulkan bahwa keterlibatan aray
partisipasi  masvarakar  dalam Musrenbang  rencang pembangunan  jangka
menengah Kota Pariaman diprakarsai aleh pemerintahan kota sebagai sebysl
tumutan undang-undang, baik UU No 25 wahun 200 sebagai acuan utama dalam

pelaksanaan perencanaan pembangunan, kemudian Juga tuntutan olonomi daerah
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